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Abstract. The aim to be achieved in this research is to find out the importance of business ethics in the lobster 
seed trade according to international law. The method used in this research is normative law using secondary 
data in the form of journals and books related to the chosen research theme. The results of this research show 
that international law is a benchmark in covering various business actions which contain various ethics that must 
be adhered to by various countries. international law that regulates which is contained in the Sustainable 
Development Goals (SDGs) as an international law that emphasizes the preservation of future generations where 
this leads to extinction which can result in losses for the next generation 
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Abstrak. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait dengan implikasi etika 
bisnis dalam perdagangan benih lobster menurut hukum internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah hukum normatif dengan menggunakan data sekunder berupa jurnal serta buku terkait dengan tema 
penelitian yang dipilih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum internasional menjadi suatu tolak ukur 
dalam memayungi berbagai tindakan bisnis yang didalamnya termuat berbagai etika yang harus dipatuhi oleh 
berbagai negara. hukum internasional yang mengatur dimana termuat dalam Sustainable Development Goals 
(SDGs) sebagai suatu hukum internasional yang menekankan pada pelestarian generasi yang akan datang dimana 
hal tersbeut mengarah pada kepunahan yang dapat menjadikan kerugian pada generasi berikutnya 
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PENDAHULUAN 

Lobster menjadi salah satu komoditas laut yang banyak diminati oleh masyarakat untuk 

dikonsumsi. Hal ini tentu menjadi perhatian yang cukup serius dimana didalamnya terdapat 

eksploitasi yang masif dimana hal tersebut dapat berdampak pada pemberdayaan lobster 

dimana yang akan datang (Firdaus & Saefudin, 2023). Apalagi, praktek yang menghawatirkan 

dalam mekanisme ini adalah penjualan benih lobster yang sejatinya terdapat larangan dalam 

pelaksanaanya. Namun, pada kenyataanya masih banyak oknum yang memanfaatkan hal 

tersebut untuk mendapatkan keuntungan.  

Salah satu negara yang aktif dalam melakukan pengiriman benih lobster adalah 

Indonesia dengan tujuan ekspor Vietnam. Secara resmi, ekspor telah dilarang di Indonesia 

namun pada kenyataannya banyak peternak udang lobster di Vietnam yang mendapatkan benih 

tersebut dari Indonesia dimana cara yang dilakukan adalah dengan melakukan ekspor ilegal 

(Kompas, 2024). Hal tersbeut dilakukan dnegan melakukan penyelundupan melalui jalur darat, 

laut dan udara (Kompas. 2023). Oleh karenanya, Kementrian Kelautan dan Perikanan 

menyiapkan badan layanan umum yang ditugaskan untuk mengatur pemasok hingga 
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mekanisme penjualan benih lobster yang diperuntukkan ke luar negeri. Mekanisme ini 

ditujukan agar tidak terjadi praktek monopoli dalam bisnis.  

Secara nasional, terdapat regulasi yang mengatur dimana termuat dalam Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster. Nelayan 

Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang akan melakukan penangkapan Benih Bening 

Lobster (puerulus) harus mengajukan pendaftaran kepada Lembaga Online Single Submission 

(OSS), baik secara langsung atau dapat difasilitasi oleh dinas kabupaten/kota. 

Selain itu, terdapat hukum internasional yang mengatur dimana termuat dalam 

Sustainable Development Goals (“SDGs”) sebagai suatu hukum internasional yang 

menekankan pada pelestarian generasi yang akan datang dimana hal tersbeut mengarah pada 

kepunahan yang dapat menjadikan kerugian pada generasi berikutnya (Pramesti et al., 2021). 

Sehingga secara eksplisit dapat dipahami sebagai suatu tindakan dalam melestarikan sumber 

daya alam bagi kelestarian lingkungan.  

Setiap masyarakat terutama pelaku pasar baik produsen, agen maupun penjual harus 

memiliki komitmen untuk mematuhi semua regulasi dan yurisdiksi yang ditetapkan suatu 

otoritas (Kurniawan & Firdiansyah, 2022). Kepatuhan terhadap hukum menjadi suatu 

keharusan yang bersifat absolut untuk memastikan setiap anggota masyarakat memiliki 

kebersamaan untuk menjaga stabilitas masyarakat dengan mematuhi dan mentaati ketentuan 

hukum yang telah ditetapkan.  

Beberapa penelitian sejenis dengan penelitian yang dikaji telah dilakukan oleh beberapa 

ilmuan dimana yang Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Setyagama yang memberikan 

fokus pada pengaturan pemerintah Indonesia dalam mengatur ekspor benih lobster (Setyagama, 

2023). Kontribusi keilmuan yang dihasilkan dalam penelitian ini menekankan pada larangan 

pada ekspor benih lobster menjadi satu kebijakan yang mengarahkan pada melestarikan benih 

lobster agar dapat diwariskan pada generasi berikutnya. Penelitian selanjutnya yang menjadi 

rujukan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sirait yang memberikan 

fokus pada tata kelola kelautan dalam membentuk etika bisnis (Sirait, et al., 2020). Kontribusi 

keilmuan dalam artikel ini menekankan pada etika bisnis dalam hukum internasional dimana 

menejankan pada kelestarian lingkungan. Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Jessika 

yang memberikan fokus pada kebiajkan penyelundupan benih lobster (Jessika, 2020). 

Kontribusi keilmuan yang dihasilkan dalam penelitian adalah koordinasi dalam pelaksanaan 

regulasi yang tidak maksimal dimana hal tersebut ditengarai oleh faktor masyarakat serta 

budaya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan dijadikan peneliti sebagai rujukan dalam 
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mencari celah akademik dalam menganalisis terkait hukum internasional yang mengatur etika 

bisnis benih lobster.  

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian terkait dengan benih lobster dalam hukum internasional pada artikel ini 

menggunakan kajian normatif dimana menggunakan kaidah serta norma hukum positf. Bahan 

hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder dimana menggunakan jurnal serta buku 

yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan mengenai etika bisnis, benih lobster dan hukum 

internasional.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Ekspor benih lobster merupakan salah satu perdagangan yang sering dilakukan oleh 

negara Indonesia. Sebagai negara yang sebagian besar pada wilayah kepulauan Negara 

Indonesia menjadi salah satu pemasok lobster yang cukup besar (Sofia et al., 2022). Salah satu 

negara yang menjadi tujuan ekspor tersebut adalah Vietnam. Besarnya angka yang dibutuhkan 

dalam pemenuhan lobster menjadikan Indonesia terus menerus melakukan eksploitasi terhadap 

lobster dimana hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya benih lobster yang telah 

diperdagangkan.  

Menurut regulasi yang ada di Indonesia, penangkapan lobster tidak boleh dalam 

keadaan bertelur dan dengan cangkang yang panjangnya lebih dari 8 (delapan) cm. Sehingga 

dalam regulasi tersebut mengimplikasikan pada ketentuan dimana ketika dibawah 8 (delapan) 

cm tidak boleh dilakukan penangkapan. Ketika penangkapan lobster terjadi pada ukuran yang 

kurang dari 8 (delapan) cm maka tindakan yang dapat ditempuh adalah jika lobster masih hidup 

maka harus dilepaskan (Pranata, 2021). Namun ketika lobster ditemukan dalam keadaan mati 

harus melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui pelabuhan stasiun.  

Melakukan eksploitasi atas benih lobster merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. 

Alasan mendasar adalah lobster sebagai plasma nutfah yang tidak bisa diternakkan secara 

buatan dimana budidaya lobster hanya terbatas pada pembesaran ukuran (Dina & Hasanah, 

2020). UU Perikanan menjelaskan dalam rangka pelestarian ekosistem dan pemuliaan sumber 

daya perikanan, Pemerintah mengatur dan/ atau mengembangkan pemanfaatan plasma nutfah 

yang berkaitan dengan sumber daya ikan.  

Penangkapan jenis lobster yang masih bertelur ataupun baby lobster sejatinya hanya 

akan menjadikan ekspoitasi lobster semakin meningkat (Rossa et al., 2021). Hal tersebut dapat 

terlihat dari data yang dirilis oleh Direktur Jendral Bea dan Cukai (DJBC) dimana pada tahun 
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2020 jumlah benih lobster yang di ekspor ke Vietnam sebesar 42.290.999 (empat puluh dua 

juta dua ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan) ekor (Adhantyo, 

2022). Banyaknya jumlah lobster yang di ekspor tersebut menjadi salah satu bentuk mencederai 

pembangunan berkelanjutan.  .  

Pelarangan eksploitasi lobster sejatinya juga telah dikuatkan oleh hukum internasional 

dimana hal tersebut tremuat dalam SDGs dimana tujuan dari pembentukan hukum internasional 

ini sebagai bentuk atas pelestarian lingkungan yang mengarahkan pada kebermnfaatan bagi 

generasi selanjutnya (Jessika, 2020). Hal tersebut tentu bertentangan dengan eksploitasi lobster 

dimana hal tersebut hanya menjadikan lobster semakin masif dimanfaatkan untuk masa saat ini 

saja tanpa berfikir atas kerugian dimasa yang akan datang. Alasan mendasar perubahan regulasi 

tersebut mengatasnamakan kesejahterahan masyarakat yang mana, pada kenyataanya hal 

tersebut hanya akan menghambat pembangunan berkelanjutan.  

Secara eksplisit SDGs merupakan agenda tahun 2030 yang disepakati oleh Persatuan 

Bangsa-Bangsa (“PBB”) pada tahun 2015, SDGs merupakan kemitraan global yang memiliki 

agenda dalam mengakhiri kemiskinan dengan pengurangan ketidaksetaraan. Agenda ini perlu 

dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang perlu diatasi dengan pelestarian lingkungan laut. 

Hal ini juga bisa diperkuat dengan instrumen hukum laut internasional dimana 

menekankan adanya konservasi atas sumber daya kelautan. Regulasi ini menekankan atas 

pentingnya suatu negara untuk melakukan konservasi atas keberlanjutan sumber daya hayati 

(Yetti et al., 2021). Hal ini tentu mengarahkan pada berhentinya eksploitasi yang dilakukan 

secara berlebihan atas adanya ekspor benih lobster. Sejatinya, ekspor benih lobster memang 

menguntungkan. Namun, perlu dipahami bahwa keuntungan tersebut mencederai lingkungan 

karena para nelayan juga harus memperhatikan atas fungsi ekologi dimana hal tersebut akan 

berdampak pada penurunan kegiatan ekonomi dimasa yang akan datang.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pelarangan eksploitasi lobster sejatinya juga telah dikuatkan oleh hukum internasional 

dimana hal tersebut tremuat dalam SDGs dimana tujuan dari pembentukan hukum internasional 

ini sebagai bentuk atas pelestarian lingkungan yang mengarahkan pada kebermanfaatan bagi 

generasi selanjutnya. hal tersebut tentu bertentangan dengan eksploitasi lobster dimana hal 

tersebut hanya menjadikan lobster semakin masif dimanfaatkan untuk masa saat ini saja tanpa 

berfikir atas kerugian dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu, pemerintah harus secara aktif 

mendukung terwujudkanya mekanisme tersebut dengan memberikan perhatian penuh atas 

praktek ekspor benih lobster. Mengingat penelitian ini hanya terbatas pada penjelasan singkat 
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hukum internasional yang terbatas pada SDGs maka penelitian lebih luas terkait hukum 

internasional masih diperlukan.  
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